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Abstrak

Penelitian ini bertujuan  untuk mengidentifikasi kemungkinan dilangsungkannya  perkawi-
nan antar orang berbeda agama di wilayah hukum Kota Yogyakarta, dan mengidentifikasi  pu-
tusan hakim Pengadilan negeri atas permohonan perkawinan antar orang berbeda agama di 
catatan Sipil kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Wawancara 
dan dokumentasi dipilih sebagai teknik pengumpulan data. Subyek penelitian ditentukan dengan 
teknik  purposive, yakni dua orang hakim dan dua pejabat dari bidang Pencatatan Sipil kota Yog-
yakarta. Analisis data dilaksanakan secara induktif, yang tahapannya terdiri dari reduksi data, 
unitisasi dan kategorisasi data, display data, kesimpulan serta verifikasi. Dalam simpulan kajian 
ini dapat dikemukakan bahwa: 1) Perlu dispensasi dari Pengadilan negeri untuk melangsungkan 
perkawinan beda agama di wilayah hukum kota Yogyakarta. 2) Sikap hakim Pn Yogya atas per-
mohonan perkawinan berbeda agama: (a) menolak  memberikan  dispensasi, (b)  kemungkinan 
dapat mengabulkan permohonan dispensasi, apabila hakim berpendapat UU Perkawinan me-
mang tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, sehingga terdapat kekosongan hukum. 
Kata kunci: perkawinan antar orang berbeda agama, Pengadilan Negeri, Pencatatan Sipil

Abstract

This research aims to identify the possibility of holding marriages between people of different 
religions in the jurisdiction of the city of Yogyakarta, and identify the District Court Judge’s decision 
on the request for marriages between people of different religions in the Civil Registry of Yogyakarta. 
The method employed in this research is descriptive qualitative. The interviews and documenta-
tions were selected as data collection techniques. The subjects of the research were determined by 
using purposive techniques, which included two judges and two officials of the Civil Registry Divi-
sion of  Yogyakarta. The data analysis was performed inductively through some stages such as data 
reduction, data unitization and categorization, data presentation, conclusion and verification. The 
findings of research include: 1) It should be dispensed from the District Court to hold interfaith mar-
riage in the jurisdiction of the city of Yogyakarta. 2) The attitude of Yogyakarta District Court on the 
request for a marriage of different religions: (a) refuse to provide dispensation, (b) the possibility of 
granting dispensation, if the judge believes that the Marriage Law does not regulate interfaith mar-
riage, so that there is a legal vacuum.
Keywords: marriage between people of different religions, the State Court, Civil Registration
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PENDAHULUAN

Perkawinan antar orang yang berbeda 
agama masih saja marak dibicarakan, 
disebabkan karena perkawinan tersebut 
memang menimbulkan masalah yang tak 
kunjung usai. bagi beberapa pasangan, 
masalah perkawinan orang berbeda agama 
tersebut memang tidak bisa dihindari, 
disamping sebagai akibat dari interaksi antar 
warga masyarakat Indonesia yang majemuk, 
baik kesukuan, bahasa, terutama agama, juga 
karena proses legalitas perkawinan agama 
itu sendiri yang tidak mudah diperoleh.

Sebagai suatu perbuatan hukum, perka-
winan  pasti membawa akibat hukum, baik 
yang berkait dengan hak-kewajiban suami 
istri, keabsahan anak yang lahir dari perkawi-
nan tersebut, kedudukan sebagai ahli waris 
dan sebagainya. karena itulah, legalitas atau 
pengesahan perkawinan  merupakan suatu 
keniscayaan. Mengenai hal-hal yang berkait 
dengan perkawinan, mulai dari pengertian-
nya, persyaratan untuk melangsungkan per-
kawinan baik formil maupun materiil, serta 
akibat hukum dan pengesahan perkawinan, 
semua ada diatur dalam Undang-Undang no-
mer 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 
peraturan ini berlaku secara nasional sebagai 
suatu unifikasi. 

Pengesahan perkawinan diatur dalam 
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan 
yang menyebutkan bahwa perkawinan ada-
lah sah apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya. 
Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan 
bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum 
masing-masing agama dan kepercayaannya. 
Selanjutnya  Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang 
Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap 
perkawinan dicatat menurut peraturan pe-
rundangan yang berlaku. Dalam Peraturan 
Pemerintah nomer 9 tahun 1975 yang me- 
rupakan peraturan pelaksana dari Undang-
Undang Perkawinan, petugas pencatat per-
kawinan bagi mereka yang beragama Islam 
adalah kantor Urusan Agama, dan kantor ca-
tatan Sipil bagi mereka yang beragama selain 
Islam. Dalam realita yuridis, Pasal 2 ayat (1) 
dan ayat (2) Undang Undang Perkawinan ter-

sebut harus dipenuhi secara akumulatif, da-
lam arti setelah perkawinan dilangsungkan 
menurut hukum agamanya, untuk pembuk-
tian perkawinan tersebut harus dicatat oleh 
lembaga yang berkompeten dan diterbitkan 
akta nikah/perkawinan yang bersifat otentik. 
Sebaliknya tidak ada pencatatan perkawinan 
apabila perkawinan tidak dilangsungkan 
menurut agamanya. 

Apabila persyaratan legalitas perkawinan 
tidak dipenuhi, secara yuridis formal  diang-
gap ”tidak ada perkawinan”, sehingga perka-
winan tersebut tidak ada akibat hukumnya. 
Perkawinan yang tidak menimbulkan akibat 
hukum berpotensi merugikan istri dan anak-
anak yang lahir dari perkawinan tersebut. 
karena istri tidak dapat menuntut haknya se-
bagai seorang istri, dan anak-anak yang lahir 
dari perkawinan tersebut hanya mempunyai 
hubungan keperdataan dengan ibunya saja, 
dan dalam akta kelahirannya hanya tercan-
tum nama ibu yang melahirkannya saja. Anak 
yang lahir dari perkawinan yang tidak dica-
tat, tidak berhak menuntut hak alimentasi 
kepada  ayahnya, serta tidak berhak menjadi 
ahli waris ayahnya. 

 heterogenitas agama yang dipeluk ma-
syarakat Indonesia sangat memungkinkan 
terjadinya perkawinan antara dua umat yang 
berlainan agama. namun pengesahan per-
kawinannya menimbulkan masalah yang sa-
ngat pelik. Sepasang manusia berbeda agama 
yang menjalin hubungan percintaan harus 
dihadapkan pada dua  pilihan berat: a) me-
nyatukan agama sebelum menyatukan diri 
dalam perkawinan, b) menggagalkan ren-
cana perkawinan. Yang acapkali terjadi, salah 
satu pihak mengalah dan berpindah mengi-
kuti agama pasangannya, meskipun  ”per-
pindahan agama” tersebut dilakukan sebagai 
upaya menyiasati ketentuan Pasal 2 ayat (1) 
Undang-Undang Perkawinan. Setelah perka-
winan berlangsung dan dicatat oleh kantor 
catatan Sipil, masing-masing pihak kembali 
memeluk agama masing-masing. Pasti bu-
kan ”pengesahan perkawinan” dengan cara 
penyelundupan hukum seperti contoh di 
atas, yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat (1) 
UU Perkawinan. berbeda dengan Pasal 40 
huruf c kompilasi hukum Islam yang dengan 
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tegas dan secara eksplisit menyebutkan bah-
wa ”Dilarang melangsungkan pernikahan 
antara seorang pria dengan seorang wanita 
yang tidak beragama Islam”. Dari ketentuan 
ini dapat ditegaskan bahwa bahwa kom-
pilasi hukum Islam melarang perkawinan 
beda agama, dan kantor Urusan Agama tidak 
mempunyai kompetensi untuk mengesah-
kan dan mencatat perkawinan diantara dua 
orang yeng berbeda agama. Dalam Undang 
-Undang Perkawinan tidak terdapat satu 
pasal pun yang tegas melarang perkawinan 
beda agama, tetapi juga tidak ada satu keten-
tuan pun dalam Undang-Undang Perkawinan 
tersebut yang memberi peluang untuk peng-
esahannya. ketidaktegasan peraturan inilah 
yang membuat kondisi menjadi serba sulit, 
dan membingungkan orang berbeda agama 
yang berkeinginan untuk melangsungkan 
perkawinan dan mendapatkan legalitas atas 
perkawinannya tersebut. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam peneliti-
an ini adalah untuk mengetahui penyelesaian  
perkawinan antar orang yang berbeda agama 
di Wilayah hukum kota Yogyakarta, mengi-
dentifikasi putusan  Hakim Pengadilan Ne-
geri kota Yogyakarta atas permohonan per-
kawinan beda agama, dan menggambarkan 
penyelesaian perkawinan tersebut di Penca-
tatan Sipil kota Yogyakarta. Diharapkan hasil 
penelitian ini dapat memberikan sumbangan 
pemikiran mengenai konsep-konsep penye-
lesaian dan pengesahan perkawinan antar 
umat berbeda agama. Diharapkan selanjut-
nya sumbangan pemikiran ini dapat diper-
gunakan oleh Pengadilan negeri dan cata-
tan Sipil dalam mengembangkan kebijakan 
tentang pencarian solusi atas dimungkin-
kan/tidaknya pengesahan perkawinan beda 
agama. hasil penelitian ini juga diharapkan 
bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih 
memahami tentang keharusan disahkannya 
semua perkawinan, termasuk permasalahan-
permasalahan yang bakal muncul pada saat 
dua orang yang berbeda agama bermaksud 
melangsungkan perkawinannya. 

METODE 
Penelitian ini merupakan penelitian des-

kriptif kualitatif yang menggambarkan pe-

rilaku Pengadilan negeri dan Pencatatan Si-
pil dalam menyelesaikan permasalahan yang 
terkait dengan perkawinan antar orang ber-
beda agama. 

Subyek penelitian ini ditentukan secara 
purposive dan sebagai key informan  adalah 
ketua Pengadilan negeri Yogya yang selanjut-
nya  menginformasikan nama-nama hakim 
berkompeten karena mempunyai pengetahu-
an dan pengalaman dalam menangani kasus 
perkawinan beda agama. Subyek penelitian 
lainnya adalah  kepala bidang Pencatatan 
Sipil dan kepala Seksi Pelayanan Akta Perka-
winan dan Perceraian kota Yogyakarta yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan 
pencatatan perkawinan dan menerbitkan 
alat bukti otentik berupa akta perkawinan. 
Data primer dalam penelitian ini diperoleh 
melalui wawancara mendalam dengan para 
subyek penelitian. Data sekunder diperoleh 
melalui studi dokumentasi berupa bahan-
bahan pustaka dan dokumen-dokumen res-
mi lain, seperti putusan pengadilan, register 
Pencatatan Sipil dan sebagainya. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini 
dianalisis secara induktif. Analisis induktif 
ini digunakan untuk menilai dan mengana-
lisis data yang telah difokuskan tentang ba-
gaimana Pengadilan negeri Yogyakarta dan 
Pencatatatan Sipil Yogyakarta menyelesaikan 
perkawinan beda agama, kemudian dita-
rik kesimpulan yang obyektif sesuai dengan 
fakta. Diawali dari reduksi data yang meng-
hasilkan data yang relevan dan bermakna, 
dilanjutkan dengan menyusunnya ke dalam 
unit-unit dan kategori yang sesuai. Selanjut-
nya dilakukan display atau penyajian data da-
lam bentuk narasi. langkah terakhir adalah 
membuat kesimpulan dan verifikasi agar ke-
simpulan tidak menyimpang dari permasala-
han yang diteliti. Untuk pencermatan kesahi-
han data pada tahap kegiatan pengumpulan 
data dan analisis data dilakukan dengan cara 
sebagai berikut: a) penciptaan rapport yang 
baik dengan para informan; b) melakukan 
peer debriefing dengan teman sejawat; dan c) 
melakukan member check 

 HASIL DAN PEMBAHASAN
Tidak terdapat satu pasal pun dalam 
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang te-
gas melarang perkawinan beda agama, tetapi 
juga tidak ada satu ketentuan yang mem-
beri peluang untuk pengesahannya. Wajar 
apabila kemudian memunculkan permasa-
lahan, kemana umat berbeda agama  akan 
melangsungkan dan mengesahkan perka-
winannya. Mengacu pada Undang-Undang 
Perkawinan, dapat dikemukakan bahwa 
pengesahan perkawinan bukan merupakan 
kewenangan Pengadilan, melainkan merupa-
kan kewenangan sepenuhnya dari lembaga 
keagamaan dan kantor catatan Sipil. namun 
sejak diundangkannya Undang-Undang no-
mer 23 tahun 2006 tentang Administrasi 
kependudukan, ada disebutkan keterlibatan 
Pengadilan, yakni dalam Penjelasan Pasal 35 
huruf a yang menyatakan ” Perkawinan yang 
ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawi-
nan yang dilakukan antar umat yang berbeda 
agama.”. Dengan adanya ketentuan tersebut, 
permasalahan yang terkait dengan perkawi-
nan agama dapat ditangani oleh pengadilan 
dalam hal ini adalah Pengadilan negeri. 

Penyelesaian Perkawinan Antar Orang 
Berbeda Agama Di Pengadilan Negeri  
Yogyakarta 

Menurut seorang hakim Pn Yogya, per-
kawinan antar orang berbeda agama meru-
pakan perkawinan antara dua orang yang 
tunduk pada hukum agama yang berbeda, 
sehingga dalam pelaksanaannya sudah pasti 
muncul kesulitan. Ini dikarenakan hukum 
positif tidak memberikan peraturan yang te-
gas, baik tegas melarang atau tegas memper-
bolehkan.  baik Undang-Undang Perkawinan 
maupun peraturan pelaksananya sengaja 
tidak memuat suatu aturanpun yang tegas 
melarang berlangsungnya perkawinan antar 
orang berbeda agama. Ini disebabkan ka-
rena pada asasnya  tidak ada suatu undang-
undang pun yang dapat melarang seseorang 
untuk melangsungkan perkawinan, meski-
pun perkawinan tersebut tidak dimungkin-
kan oleh agamanya. hal ini sejalan dengan 
ketentuan Pasal 28 b ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan ”setiap orang bebas membentuk 
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 
perkawinan yang sah” dan dalam Pasal 28 e 

ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan ”setiap 
orang bebas memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya........ dst”. Dengan kata lain 
terdapat ruang kebebasan bagi setiap orang 
untuk melangsungkan perkawinannya serta 
untuk memeluk agama, sehingga melarang 
dan menghalangi perkawinan seseorang 
dengan dalil dan alasan apapun dapat ditaf-
sirkan sebagai satu tindakan yang melanggar 
hak asasi manusia. 

Di kalangan para hakim terdapat perbe-
daan pandangan terhadap perkawinan an-
tara orang berbeda agama, yakni: a) sebagian 
hakim yang berpandangan bahwa perkawi-
nan agama tidak diatur dalam UU Perkawi-
nan, sehingga terjadilah rechtsvacuum atau 
kekosongan hukum, dan b) sebagian hakim 
lainnya berpendapat bahwa hukumnya sudah 
jelas, yakni perkawinan antar orang berbeda 
agama memang tidak dimungkinkan, karena  
meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak 
tegas melarangnya, tetapi keberadaan Pasal 2 
ayat (1) UU Perkawinan menjadi penghalang 
disahkannya perkawinan tersebut. Perbeda-
an ini mempengaruhi hakim dalam membe-
rikan putusan, dalam arti ada kemungkinan 
hakim akan mengabulkan permohonan para 
pihak yang mengajukan ijin perkawinan 
berbeda agama, tapi ada kemungkinan pula 
hakim akan menolak permohonan tersebut. 
Perlu dipahami apabila Pengadilan menga-
bulkan permohonan ijin perkawinan orang 
berbeda agama, tidak bisa ditafsirkan bahwa 
Pengadilan telah mengesahkan perkawi-
nan tersebut, melainkan sekedar hanya me-
menuhi ketentuan Pasal 35 UU no. 23/ 2006 
dan Pasal 69 Perpres no. 25 tahun 2008. 

berikut ini adalah satu contoh  permo-
honan perkawinan antar orang berbeda 
agama yang telah diputus oleh Pengadilan 
negeri Yogyakarta dengan Penetapan Pe- 
ngadilan nomer 33/Pen.Pdt.P/2009/Pn.Yk. 
garis besar kasus tersebut adalah sebagai 
berikut: ”Sepasang kekasih bermaksud un-
tuk melangsungkan perkawinan di kantor 
Urusan Agama (kUA). Permohonan tersebut 
ditolak oleh kUA karena keduanya berbeda 
agama, sementara Pasal 40 huruf c kompi-
lasi hukum Islam dengan tegas menyebutkan 
bahwa KUA dilarang melangsungkan perni-
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kahan antara seorang pria dengan seorang 
wanita yang tidak beragama Islam. Rencana 
pengesahan perkawinan menemui jalan bun-
tu, karena kedua pihak tetap bertahan pada 
prinsip dan agama masing-masing. Permoho-
nan pengesahan perkawinan ke catatan Sipil 
Yogyakarta juga ditolak, karena kewenangan 
Pencatan Sipil adalah mencatat perkawinan 
yang sudah disahkan secara agama, kecuali 
apabila ada penetapan pengadilan. Selanjut-
nya Pencatatan Sipil menyarankan para pi-
hak untuk meminta dispensasi ke Pengadilan 
negeri. 

hakim Pengadilan negeri Yogya menya-
takan, karena para pihak mengajukan per-
mohonan ijin untuk melangsungkan perka-
winan berbeda agama, dengan merujuk pada 
Pasal 35 UU 23 Tahun 2006 dan Pasal 69 Pe-
raturan Presiden nomer 25 Tahun 2008, dan 
dengan mempertimbangkan Pasal 10 ayat 
(1) UU no. 48 tahun 2009, kondisi pemo-
hon, duduk perkara serta permasalahannya, 
selanjutnya Pengadilan negeri Yogyakarta 
dapat mengeluarkan penetapan. Penetapan 
Pengadilan tersebut dapat  memberikan ijin 
perkawinan atau menolak permohonan per-
kawinan tersebut. 

Proses Pemeriksaan Permohonan dan 
Pertimbangan Hakim dalam Memberikan 
Putusan atas Permohonan Perkawinan 
Berbeda Agama

Proses pemeriksaan permohonan 
melaksanakan perkawinan beda agama ini 
bersifat  sepihak atau ex-parte. Pemeriksaan 
dilaksanakan oleh hakim tunggal didampingi 
oleh seorang panitera pengganti, yang di-
laksanakan dengan: 1) mendengar kete-
rangan para pemohon;  2) memeriksa sak-
si-saksi yang diajukan oleh para pemohon; 
dan 3) memeriksa bukti-bukti surat. Setelah 
melakukan pemeriksaan, selanjutnya hakim 
memberikan putusan atas permohonan ijin 
perkawinan beda agama ini. Putusan berisi 
pertimbangan yang memuat fakta dan keada-
an yang ditemukan di persidangan beserta 
alat pembuktian, dan diktum penyelesaian 
permohonan yang dituangkan dalam bentuk 
penetapan. 

Untuk memperjelas uraian di atas dapat 
dilihat dalam contoh Penetapan Pengadilan 
no 33/Pdt.P/2009/Pn.Yk. yang pada bagian 
pertimbangan memuat antara lain hal-hal se-
bagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon ........ dst telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya 
sebagai berikut:
• Bahwa Pemohon I (bernama .....................) beragama Katholik telah hamil diluar nikah dengan 

Pemohon II (bernama ..........)
• Bahwa untuk melaksanakan pernikahan tersebut KUA menyatakan menolak dikarenakan 

beda agama
• Bahwa keluarga Pemohon I dan II telah melakukan penyelesaian tetapi tidak menemukan 

titik temu dikarenakan memiliki prinsip sama kuat
• Bahwa dengan melihat kondisi Pemohon I yang hamil semakin besar tetapi tidak ada titik 

temu untuk penyelesaian dari kedua belah pihak keluarga, maka Pemohon I dan II tetap ingin 
melaksanakan pernikahan tersebut di kantor catatan Sipil dan telah menghadap ke kantor 
catatan Sipil kotamadya Yogyakarta dan mendapat keterangan supaya mengajukan permo-
honan ke Pengadilan negeri Yogyakarta 

• Bahwa Pemohon I dan II sangat memerlukan keputusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta 

berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan II memohon supaya Pengadilan 
negeri Yogyakarta memutuskan:
• Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan II
• Menetapkan, memberi ijin dispensasi kepada Pemohon I untuk melakukan pernikahan 

dengan Pemohon II di hadapan Pejabat pencatatan Sipil kotamadya Yogyakarta
• Memerintahkan kepada kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta supaya perkawinan Pe-

mohon I dan II dilakukan pencatatan perkawinan
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• Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan II meng-
hadap sendiri di persidangan

• Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon I dan II menyata-
kan tetap pada permohonannya, ... dst 

• Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan 8 (delapan) 
buah foto copy surat bukti berupa........ dst : 

• Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat pemohon juga mengajukan dua (2) orang 
saksi............. dst

PERTIMBANGAN HUKUMNYA 

• Menimbang bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon I dan II adalah seperti tersebut 
dimuka;

• Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Yogyakarta 
memberikan ijin pernikahan di kantor kependudukan, keluarga berencana dan catatan Sipil

• Menimbang bahwa penetapan tersebut diperlukan karena Pemohon I dan pemohon II ber-
beda agama

• Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan pemohon II te-
lah mengajukan surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi di bawah 
sumpah di persidangan.

• Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata diperoleh fakta-
fakta sebagai berikut:
• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pacaran secara serius dan mereka ingin dilanjut-

kan ke jenjang perkawinan
• Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II beda agama dan dalam hal prinsip sama-sama 

kuat
• Bahwa karena Pemohon I telah hamil maka mereka ingin menyelesaikan permasalahan 

tersebut dan melaksanakan pernikahan di kantor kependudukan, keluarga berencana 
dan catatan Sipil

• Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
• Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap di persidangan tersebut ternyata dapat mem-

buktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;
• Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat dibuktikan, 

ternyata beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dika-
bulkan; ............ dst

Sesuai dengan karakteristik dari permo-
honan atau perkara voluntair, diktumnya 
bersifat deklarator dalam arti hanya berisi 
penegasan pernyataan atau deklarasi hu-
kum tentang hal yang dimohonkan. Untuk 

memperjelas hal tersebut, dapat dilihat da-
lam contoh Penetapan Pengadilan no 33/
Pdt.P/2009/Pn.Yk. yang pada bagian dik-
tumnya yang memuat antara lain hal-hal se-
bagai berikut:

MENETAPKAN

• Menerima dan mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II
• Menetapkan, memberikan ijin dispensasi kepada Pemohon I untuk melakukan pernikahan 

dengan Pemohon II di hadapan Pejabat kantor kependudukan, keluarga berencana dan ca-
tatan Sipil
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• Memerintahkan Kantor Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Yogya-
karta supaya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan pencatatan perkawinan 

Atas penetapan pengadilan yang menga-
bulkan permohonan perkawinan beda aga-
ma tersebut, hakim Pn Yogya menyatakan 
bahwa pemberian dispensasi tersebut tidak 
dikhawatirkannya akan mempermudah ma-
syarakat untuk melakukan perkawinan beda 
agama. Menurutnya perkawinan beda agama 
bukanlah merupakan hukum yang hidup atau 
living law, karena hanya dilakukan oleh sedi-
kit orang dengan dalih kebebasan. hukum 
yang hidup tidak sekedar merupakan perbu-
atan yang dilakukan secara berulang-ulang, 
tetapi harus memenuhi rasa keadilan dan da-
pat diterima oleh masyarakat lingkungannya. 
Suatu tindakan yang berlawanan dengan rasa 
keadilan masyarakat, berlawanan dengan 
hukum dan moral, atau menimbulkan rasa 
tidak tenang pada anggota masyarakat, tidak 
dapat dikatakan sebagai hukum yang hidup. 
Tindakan tersebut lebih tepat dikatakan se-
bagai penyimpangan, dan karenanya tidak 
layak mendapatkan legalitas dengan dalih 
sebagai hukum yang hidup. kebiasaan se-
bagai hukum yang hidup tidak semata-mata 
bisa mendatangkan manfaat demi memenuhi 
rasa keadilan, tetapi harus bermoral dalam 
arti tidak bertentangan dengan norma aga-
ma. karena interaksi antara keadilan, hukum 
yang hidup dan norma keagaamaan merupa-
kan sebuah keniscayaan dalam mewujudkan 
masyarakat yang dicita-citakan.

Penyelesaian Perkawinan Antar Orang 
Berbeda Agama di Pencatatan Sipil Kota 
Yogyakarta

Perkawinan antar orang berbeda agama 
merupakan masalah yang sulit penyelesian-
nya, karena peraturan perundangan tidak 
memberikan solusi kongkret.  Pencegahan 
adalah tindakan yang senantiasa dilakukan 
dalam menyikapi permohonan perkawinan 
antar orang berbeda agama, karena berpo-
tensi melahirkan persoalan-persoalan, anta-
ra lain persoalan hukum sebagaimana dapat 
dicermati di bawah ini: 

karena keabsahan perkawinan meru-
pakan syarat utama untuk melindungi dan 
mengakui hak anak dan istri, maka perkawi-
nan antar orang berbeda agama yang tidak 
disahkan, meniadakan hak istri dan anak 
yang lahir dari perkawinan tersebut.

Perkawinan berbeda agama meniadakan 
hak kewarisan antara suami istri dan anak-
anak mereka. Perbedaan agama menggugur-
kan hak saling mewarisi, karena anak hanya 
akan mewarisi dari orang tua yang seagama

Rumitnya penentuan Pengadilan tem-
pat menyelesaikan sengketa rumah tangga 
pasangan yang berbeda agama. Apakah 
Pengadilan agama berwenang mengadili 
perkara diantara pihak-pihak yang beragama 
Islam ataukah Pengadilan negeri berwenang 
mengadili perkara pihak-pihak yang bukan 
muslim. Penyelesaian sengketa menjadi lam-
bat dan berbelit-belit. 

Tugas dan kewenangan Pencatatan Sipil 
adalah tugas administratif, yakni mencatat 
dan menerbitkan akta otentik yang berfungsi 
sebagai alat bukti sempurna atas peristiwa-
peristiwa hukum yang penting, dengan kata 
lain Pencatatan Sipil tidak mempunyai ke-
wenangan untuk mengesahkan perkawinan. 
Pencatatan perkawinan bertujuan untuk 
menjadikan peristiwa perkawinan itu menja-
di jelas, baik bagi yang bersangkutan ataupun 
bagi orang lain dan masyarakat. 

Terkait dengan tugas catatan Sipil un-
tuk mencatat perkawinan, termasuk men-
catat perkawinan beda agama yang telah 
ditetapkan oleh Pengadilan, dapat lebih di-
tegaskan dengan adanya  Surat dari Direktur 
jenderal Adiministrasi kependudukan no. 
474.2/708/MD atas nama Menteri Dalam 
negeri Republik Indonesia, perihal tentang 
Pencatatan Perkawinan beda Agama yang 
ditujukan kepada kepala kantor Pendaftaran 
Penduduk dan catatan Sipil kabupaten Mu-
ara enim, yang tembusannya dikirimkan ke-
pada semua kantor catatan Sipil di seluruh 
Indonesia, yang isinya menegaskan bahwa:
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Dengan ditetapkannya UU nomer 23 Ta-
hun 2006 tentang Administrasi kependudu-
kan, maka segala kegiatan penyelenggaraan 
administrasi kependudukan berpedoman 
pada kebijaksanaan dimaksud, termasuk as-
pek pencatatan perkawinan oleh lembaga 
Pencatatan Sipil. lembaga Pencatatan Sipil 
sesuai dengan aturan yang berlaku berfungsi 
antara lain mencatat segenap peristiwa pen-
ting termasuk perkawinan (bukan menikah-
kan/mengawinkan)

bagi pencatatan perkawinan beda aga-
ma, diatur dalam Pasal 35 yang menyebut-
kan: ”Pencatatan perkawinan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi: 
a. Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadi-
lan”. Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 35 
huruf a disebutkan: ”Perkawinan yang dite-
tapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan 
yang dilakukan antar umat yang berbeda 
agama”.

Pasal 34 menyebutkan:
Perkawinan yang sah menurut peraturan 

perundang-undangan wajib dilaporkan oleh 
penduduk kepada instansi pelaksana ditem-
pat terjadinya perkawinan paling lambat 60 
hari sejak tanggal perkawinan

Berdasarkan laporan sebagaimana di-
maksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Si-
pil mencatat pada Register Akta Perkawinan 
dan memberikan Kutipan Akta Perkawinan.......

 berdasarkan aturan di atas, jelas bahwa 
perkawinan bagi masyarakat yang berbeda 
agama dapat dicatatkan setelah mendapat 
penetapan pengadilan. Sedangkan teknis 
dalam proses pengadilan dapat dikoordina-
sikan dengan lembaga pengadilan setempat

Pencatatan Perkawinan Antar Orang Ber-
beda Agama Di Pencatatan Sipil Kota Yog-
yakarta

Apabila upaya-upaya pencegahan tidak 
efektif, dan para pihak tetap berkeras untuk 
melangsungkan perkawinannya, barulah ca-
tatan Sipil menyarankan para pihak untuk 
minta ”dispensasi” atau ijin melaksanakan 
perkawinan beda agama ke Pengadilan nege-
ri, bukan Pengadilan Agama karena dengan 
merujuk pada Pasal 49 Undang-Undang no-
mer 3 tahun 2006, maka Pengadilan Agama 

tidak berkompeten memberikan dispensasi 
perkawinan antar orang berbeda agama. 

jikalau para pihak yang berbeda agama 
tersebut sudah mendapatkan penetapan 
pengadilan, maka catatan Sipil akan melak- 
sanakan sesuai dengan amar putusan dari 
Penetapan Pengadilan. namun dalam realita  
penetapan pengadilan yang memberi ijin 
perkawinan beda agama tersebut telah  
menimbulkan beberapa permasalahan bagi 
pihak catatan Sipil. Pertama, munculnya 
masalah teknis terkait dengan syarat-syarat 
yang harus dipenuhi oleh para pihak dan 
proses pencatatannya, karena tidak ada 
peraturan atau petunjuk teknis yang dapat 
dirujuk oleh catatan Sipil untuk melakukan 
pencatatan perkawinan beda agama. kedua, 
Penetapan Pengadilan (dalam hal ini adalah 
Penetapan Pengadilan no 33/Pdt.P/2009/
Pn.Yk) telah ”memperluas” (untuk tidak 
menggunakan istilah melanggar  kewenangan 
lembaga Pencatatan Sipil). Misalnya, salah 
satu amar putusan Pengadilan negeri 
no. no. 33/Pdt.P/2009/Pn.Yk berbunyi: 
”Menetapkan, memberi ijin dispensasi kepada 
Pemohon I untuk melakukan pernikahan 
dengan Pemohon II di hadapan Pejabat 
pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta”. 
Mengabulkan permohonan tetapi dengan 
amar putusan seperti tersebut di atas, 
justru menyulitkan pihak catatan sipil untuk 
menindaklanjuti. kata-kata tersebut dapat 
diartikan sebagai perintah bagi catatan Sipil  
untuk satau mengesahkan perkawinan, yang 
apabila mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU 
Perkawinan, adalah merupakan kewenangan 
dari pihak pemuka agama. Sehingga menurut 
pihak catatan Sipil, putusan Pengadilan 
negeri tersebut tidak sesuai peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
Semestinya Penetapan Pengadilan tersebut 
memberikan hukumnya, memberikan jalan 
keluar dan tidak malah memberikan putusan 
yang menimbulkan banyak penafsiran, yang 
malah berpotensi membuat catatan Sipil 
melanggar ketentuan tentang pengesahan 
perkawinan.  Semestinya putusan tersebut 
berbunyi ”Menetapkan, mengabulkan 
permohonan dan memerintahkan perkawinan 
para pemohon diselenggarakan menurut 
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agama tertentu”. Atau putusan pengadilan 
tersebut berbunyi ” Menetapkan, menolak 
permohonan pemohon-pemohon”, yang 
artinya putusan hakim tersebut dengan tegas 
telah menolak permohonan perkawinan 
beda agama

Pertimbangan Lembaga Pencatatan Sipil 
melaksanakan Putusan Pengadilan Ten-
tang Ijin Perkawinan Antar Orang Berbe-
da Agama

Meskipun penetapan pengadilan yang 
berisi ijin untuk melangsungkan perkawinan 
berbeda agama seperti contoh di atas, me-
nimbulkan permasalahan, catatan Sipil tetap  
melaksanakannya, dengan pertimbangan an-
tara lain: 

 Melaksanakan Penetapan Pengadilan 
dengan mengacu pada Pasal 35 Undang Un-
dang no. 23 Tahun 2006  yang  mengatur dan 
memberi kewenangan kepada catatan sipil 
untuk mencatat perkawinan yang ditetapkan 
oleh Pengadilan, yakni perkawinan yang dila-
kukan antar orang yang berbeda agama. 

catatan Sipil tidak akan mengabaikan 
Penetapan Pengadilan yang berisi perin-
tah untuk melaksanakan perkawinan antar 
orang agama tersebut, dengan pertimbangan 
Pengadilan negeri merupakan institusi 
tempat mencari solusi atas semua persoa-
lan hukum. Selain itu hakim bertanggung 
jawab atas penetapan dan putusann yang 
dibuatnya, sehingga dalam memberikan pu-
tusannya tentulah sudah didasarkan pada 
pertimbangan-pertimbangan hukum baik 
hukum tertulis ataupun tidak tertulis, serta 
mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup 
dan rasa keadilan masyarakat, sebagaimana 
diatur dalam Pasal 50 UU no. 48 tahun 2009.  

Penetapan Pengadilan yang berisi ijin 
atau dispensasi kepada para pihak untuk me-
langsungkan perkawinan antar orang berbe-
da agama tersebut merupakan akta otentik. 
Ini relevan dengan yang pendapay Yahya ha-
rahap (2011:41), bahwa putusan pengadilan 
mempunyai kekuatan otentik, berarti sesuai 
dengan Pasal 1870 KUH Perdata, pada diri 
putusan tersebut melekat nilai ketentuan 
pembuktian yang sempurna dan mengikat. 

karena salah satu amar putusan Penga-

dilan negeri tersebut (dalam hal ini adalah 
Penetapan Pengadilan no 33/Pdt.P/2009/
Pn.Yk) tidak sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, pihak catatan Sipil 
hanya melaksanakan sebagian dari Pene-
tapan Pengadilan tersebut, yakni tidak me-
langsungkan perkawinan, tetapi melakukan 
pencatatan tanpa disertai bukti pengesahan 
agama. Meskipun hal ini berarti persyaratan 
untuk sahnya perkawinan tidak dapat di-
penuhi secara akumulatif, dan catatan Sipil 
telah bertindak dengan mengabaikan Pasal 2 
ayat (1) UU Perkawinan

SIMPULAN

Dipenghujung kajian ini dapat dikemuka-
kan simpulan sebagai berikut:

Secara normatif perkawinan antar orang 
berbeda agama tidak bisa disahkan karena 
adanya dua persyaratan yang harus dipenuhi 
secara akumulatif, yakni: ketentuan Pasal 
2 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. 
namun di wilayah hukum kota Yogyakarta, 
perkawinan antar orang berbeda agama 
masih mungkin untuk dilangsungkan,  
meskipun dalam pelaksanaannya tidaklah 
mudah, dan diperlukan adanya pemberian 
ijin atau dispensasi dari Pengadilan negeri 

Pengadilan tidak mempunyai kompe-
tensi apapun terkait dengan pengesahan 
perkawinan, tetapi dengan adanya  Pasal 35 
dan penjelasan pasal 35 UU nomer 23 tahun 
2006 tentang Administrasi kependudukan 
yang  menyatakan ”Catatan Sipil mencatat 
perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadi-
lan, yakni perkawinan antar umat yang ber-
beda agama”,   dapatlah diartikan Pengadi-
lan mempunyai kewenangan terkait dengan 
penyelesaian perkawinan beda agama. Se-
hingga mengacu pada ketentuan di atas, dan 
sepanjang disarankan oleh Pencatatan Sipil, 
maka Pengadilan negeri Yogya akan meme-
riksa dan memutus permohonan perkawi-
nan beda agama.

 Terkait dengan permohonan perkawinan 
beda agama, ada dua pandangan hakim di Pn 
Yogya, yakni: a) hakim yang berpendapat ba-
hwa perkawinan antar umat beda agama ti-
dak dimungkinkan, karena hukumnya sudah 
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jelas, yakni pengesahannya  terhalang oleh 
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan akan Me-
nOlAk permohonan tersebut, sedangkan b) 
hakim yang berpendapat perkawinan beda 
agama tidak diatur dalam UU Perkawinan, 
sehingga terdapat kekosongan hukum, yang 
apabila dibiarkan akan berdampak negatif 
dalam hidup bermasyarakat dan beragama, 
berupa penyelundupan nilai-nilai sosial, aga-
ma dan hukum positif, kemungkinan akan 
mengabulkan permohonan dan memberikan 
ijin perkawinan antar mereka yang berbeda 
agama. 

Apabila sudah diperoleh penetapan pe-
ngadilan, catatan Sipil akan melaksanakan 
sesuai dengan amar putusan. Pencatatan di-
lakukan pihak catatan Sipil dengan MengA-
bAIkAn ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Perkawinan, antara lain dengan cara 
melakukan pencoretan terhadap pernyataan 
yang menyebutkan pengesahan perkawinan 
secara agama dan menggantinya dengan 
pernyataan ” TelAh DITeTAPkAn Oleh Pe-
ngADIlAn negeRI YOgYA DengAn Pene-
TAPAn PengADIlAn nO .......... ” 

Untuk mengatasi berbagai masalah terse-
but, sudah saatnya UU Perkawinan direvisi, 
dan secara tegas melarang perkawinan an-
tar orang berbeda agama, karena walaupun 
pengadilan memberikan dispensasi, tetapi 

karena pelaksanaan pencatatannya terpaksa 
dilakukan catatan Sipil dengan mengabaikan 
Pasal 2 ayat (1) UUPerkawinan, menyebab-
kan perkawinan beda agama tidak lebih dari 
samen leven (hidup bersama) yang dicatat. 
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